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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di
Pengadilan Negeri Surakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif.
Sumber data menggunakan data sekunder dari putusan Pengadilan Negeri
Surakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan Hakim dalam Membuat Penetapan
Terhadap Permohonan lzin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri
Surakarta adalah a) aspek Sosial: perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan
Tuhan Yang Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak, berdasarkan
pada rasa kemanusiaan; b) Aspek Yuridis: Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 1989 register Nomor 1400K/Pdt/1986
yang menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak
merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan; (2)
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Terhadap Permohonan lzin Perkawinan
Beda Agama Ditinjau dari UU Perkawinan khususnya Pasal 66 sehingga
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, Ordinansi Perkawinan
Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, dan Peraturan-peraturan lain
yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini,
dinyatakan tidak berlaku.

Kata Kunci: perkawinan beda agama, undang-undang perkawinan

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the consideration of judges in imposing
the determination of the interfaith marriage license application in Surakarta
District Court judges as well as to analyze consideration in the determination of
the interfaith marriage license application in terms of Act No. 1 of 1974 on
Marriage. This research is a normative juridical research. Source data using
secondary data from Surakarta District Court. Data were analyzed using
qualitative analysis. The results showed that: (1) Consideration of Justice in
Making a Marriage License Application Determination Against Religious
Differences in Surakarta District Court is a) Social aspects: marriage is the
behavior of the One God's creatures in the life of the natural world in order to
breed, based on humanity; b) Juridical Aspects: The jurisprudence of the Supreme
Court of the Republic of Indonesia on registers Number 1400K / Pdt / 1986,
explaining that religious differences for the prospective husband and wife are not
forbidden for them to carry out the marriage; (2) Consideration of Judges in the
Marriage License Application Determination Against Religious Differences Seen
from Law No. 1 of 1974 on Marriage is because in particular Article 66 which
states: "For the marriage and everything related to the marriage based on this Act,
then by the enactment of this Act the provisions set out in the Code of Civil Law,
Indonesia Christian Marriage Ordinance, Mixed Marriage Regulations, and other
regulations governing marriage so far been regulated in this Law, declared null
and void.

Keywords: interfaith marriage, marriage law



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah
tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah
dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan merumuskan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang
Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap agama pasti mempunyai
suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut diharapkan dapat membuat
suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.*

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa:
Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu.
Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Jadi sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama calon
mempelai. Jika kedua calon mempelai berbeda agama, maka keabsahan

perkawinannya ditentukan menurut agamanya masing-masing. Oleh karenanya,

! Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: CV Mandar Maju. Hal 73



tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua kali menurut agamanya
masing-masing.

Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyatakan: “Tata cara perkawinan bagi yang beragama Islam oleh Pegawai
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan
beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor
Catatan Sipil”.

Hal ini tidak menjadi masalah bagi calon mempelai yang beragama sama,
bagaimana jika perkawinan yang dilakukan antara mempelai yang beragama Islam
dengan non Islam. Fakta yang ada selama ini memang ada beberapa cara yang
ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:?

Perkawinan beda agama dilarang dengan alasan bahwa sebuah perkawinan
dilangsungkan dengan harapan akan lahirnya keluarga yang bahagia. Perkawinan
baru akan bahagia dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar
suami dan istri, karena perbedaan agama tidak jarang mengakibatkan kegagalan
dalam perkawinan. Perkawinan beda agama melahirkan keturunan yang tidak
jelas nasibnya, membuat ketidakpastian dalam memilih agama. Dampak dari
perkawinan beda agama bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung
otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam

memilih agama yang diyakini. Peran orang tua dalam pola asuh anak cenderung

2 Abdurrahman. 2011. Kompendium Bidang Hukum Perkawinan. Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal 9



kurang. Orang tua juga kurang berperan dalam Kketerlibatan pengambilan
keputusan anak memilih agama.®

Upaya yang dilakukan calon mempelai yang berbeda agama adalah
meminta untuk dinikahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Jika upaya tersebut
tidak bisa maka mereka dapat meminta penetapan pengadilan di wilayah hukum
pegawai pencatat perkawinan tersebut. Seperti yang tercatat di Pengadilan Negeri
Surakarta, yaitu permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh
pasangan FF (Islam) dan STW (Kristen). Mereka memohon penetapan ke
pengadilan karena pihak Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta menolak mencatat
perkawinan tersebut dan memberikan penjelasan atau keterangan bahwa
perkawinan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku haruslah mendapatkan izin
yang berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang disebabkan
karena calon mempelai berbeda agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda
Agama (Analisis Putusan No. 109/Pdt.P/2014/PN.SKA).”

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Pertama,
bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan terhadap
permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta?;
Kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap
permohonan izin perkawinan beda agama jika ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

® Eoh, O.S. 1996. Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja
Grafindo Persada. Hal. 73



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pokok
masalah yang akan diteliti adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu
mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf
sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hal ini berkaitan
dengan upaya penelitian ini mengkaji, memaparkan dan menganalisis peraturan
hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, dengan mengkaji bahan-
bahan hukum seperti salinan Penetapan Perkara N0.109/Pdt.P/2014/PN.SKA
mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan
Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama.

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian normatif, maka
metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara
meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum
positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek.*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:
analisa putusan, studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa
datamenggunakan analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif
adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta

menentukan hasil akhir analisis.®

4 Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Pers, Hal 74
® Lexy J Moleong. 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito. Hal. 179



HASIL PENELITIAN
Pertimbangan Hakim dalam Membuat Penetapan Terhadap Permohonan
I1zin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surakarta

Perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama Kristen dan hukum
agama Islam pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan maka
perkawinan beda agama tidak sah. Sehingga perkawinan beda agama menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak sah, karena
tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Hal tersebut berakibat pada ditolaknya pencatatan perkawinan beda
agama di Kantor Catatan Sipil.

Selanjutnya pasangan beda agama mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan yang memerintahkan kepada Kantor
Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka. Atas permohonan tersebut
kemudian Pengadilan Negeri Kota Surakarta menindaklanjuti dengan menggelar
acara sidang di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Surakarta.

Atas permohonan tersebut kemudian Majelis Hakim membuat penetapan
yang mengacu pada beberapa pertimbangan yang dijadikan pedoman.
Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar dari
pada putusan. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar
yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib
mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap keputusan.

Dalam hal penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta
Nomor 111/Pdt.P/2007/Pn.Ska, hakim mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum



dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya” dan didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No.
1400 K/Pdt/1986 vyang isinya mengabulkan permohonan kasasi tentang
perkawinan beda agama.

Pasangan beda agama dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan
Negeri untuk membuat penetapan yang memerintahkan kepada Kantor Catatan
Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka. Atas permohonan tersebut kemudian
Pengadilan Negeri Kota Surakarta menindaklanjuti dengan menggelar acara
sidang di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Surakarta.

Atas permohonan tersebut kemudian Majelis Hakim membuat penetapan
yang mengacu pada beberapa pertimbangan yang dijadikan pedoman.
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
111/Pdt.P/2007/Pn.Ska tentang perkawinan beda agama antara DS dan SWH,
maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pertimbangan yang digunakan
hakim dalam mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama yaitu: a) Aspek
Sosial: perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Esa agar
kehidupan di alam dunia berkembang biak, berdasarkan pada rasa kemanusiaan;
b) Aspek Yuridis: Pasal 27 Ayat (1), 28 B, 29 Ayat (2), UUD 1945 Amandemen
Kedua; Pasal 8, Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, staatblad
1989 nomor 158 vyaitu peraturan perkawinan campuran; serta Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 1989, register Nomor
1400K/Pdt/1986 yang menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami

istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.



Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Terhadap Permohonan Izin
Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan adalah tidak sah, karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut berakibat
pada ditolaknya pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil.
Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya. Jadi suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon
mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum ditentukan oleh hukum
agamanya masing-masing. Pasangan beda agama kemudian mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri Kota Surakarta.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah karena
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 66
yang menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan
dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan
berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74,
Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No.
158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah

diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim
dalam membuat penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di
Pengadilan Negeri Surakarta adalah aspek sosial dan aspek yuridis menurut
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 1989, register Nomor 1400K/Pdt/1986
yang menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak
merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

Penulis berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah dilarang
karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Perkembangan terkini merujuk pada putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam
perkara Nomor 68/PUU-XI1/2014. Putusan MK pada intinya menyatakan
menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.
Putusan ini menegaskan bahwa MK menolak mengesahkan pernikahan perbedaan
agama. Artinya pernikahan yang sah di Indonesia hanyalah pernikahan antar umat
manusia yang memiliki 1 keyakinan yang sama sesuai UU NO 1/1974 tentang
perkawinan.. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing
agama dan dicatat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Majelis Hakim MK pada pertimbangannya menyatakan agama menjadi
landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-
pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut
bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk

meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara hanya



berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan
bersama dalam tali ikatan perkawinan. Artinya agama menetapkan tentang
keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan

administratif perkawinan.

KESIMPULAN

Pertama, pertimbangan hakim dalam membuat penetapan terhadap
permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta adalah
a) aspek Sosial: perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Esa
agar kehidupan di alam dunia berkembang biak, berdasarkan pada rasa
kemanusiaan; b) Aspek Yuridis: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia tertanggal 20 Januari 1989 register Nomor 1400K/Pdt/1986 yang
menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan
larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

Kedua, pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan izin
perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan adalah karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan khususnya Pasal 66 yang menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang
ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi
Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933

No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken



S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan

sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

SARAN

Saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil. Bagi Masyarakat:
Untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera diharapkan dapat
mentaati aturan-aturan agama yang dianut oleh masing-masing individu dan
aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang akan banyak menimbulkan masalah ke depannya. Masyarakat
khususnya bagi calon suami maupun isteri untuk sedini mungkin menghindari
perkawinan beda agama tersebut dan lebih memperdalam lagi ilmu agama yang
dianut supaya terhindar dari hasrat untuk kawin dengan berbeda keyakinan.

Bagi Pemerintah dan DPR: Perlu rumusan ulang atau revisi tentang
perkawinan beda agama, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda
agama. Dan dalam revisi terhadap Undang-undang Perkawinan perlu kejelasan
tentang status hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan beda
agama. Pemerintah perlu tegas menentukan bahwa perkawinan beda agama
dilarang. Praktik perkawinan berbeda agama yang dilakukan di kantor Catatan
Sipil hendaknya segera di setop dan dilarang karena perkawinan beda agama
hanya dapat menyebabkan kerugian yang lebih banyak daripada manfaat atau

keuntungannya.
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